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Abstract

Access to financing, which has always been the main problem
faced by MSMEs, is expected to be resolved with the PPSK Act.
For this reason, this paper aims to analyze the strengthening of
MSME empowerment through the PPSK Act. The preparation of
this research uses a qualitative approach. The research method
used is descriptive using data sourced from various journals,
books, laws, and regulations, as well as various other literature
related to the title of this research. This study found that the
MSME credit ratio has not been able to compete with other
business sectors and is also lagging behind other Asian countries.
In addition, changes to the MSME criteria as in the Government
Regulation on MSMESs have not been followed by adjustments to
the credit ceiling for MSMEs. Furthermore, of the 64 MSME
empowerment programs implemented in 22 ministries/institutions,
according to the author, none has touched on the securities
crowdfunding scheme in the MSME empowerment program. On
the other hand, the presence of provisions for write-offs and/or
write-offs of receivables made the bank's balance sheet healthy
again and encouraged banks to extend credit to MSMEs to
increase the MSME credit ratio in Indonesia.

Keywords: PPSK Act, empowerment, Micro, Small, and Medium
Enterprises (MSMESs), financing.
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PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memainkan peran yang sangat strategis dalam
perekonomian Indonesia. Klaim ini didukung studi oleh Septiani et al. (2020) dimana menurutnya
UMKM mampu melindungi perekonomian Indonesia meskipun perekonomian Indonesia
mengalami resesi. Pasalnya, pangsa perusahaan kecil dan menengah dalam komposisi produk
domestik bruto (PDB) relatif besar. Sektor UMKM juga turut menyerap 97,22 persen tenaga kerja
di tanah air (Mahendra, et al.,, 2022). Pemerintah sendiri selama 10 tahun terakhir telah
menggulirkan berbagai program pemberdayaan UMKM guna meningkatkan peranan UMKM
dalam perekonomian.

Berdasarkan pemetaan program pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Tim Nasional
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (2021), ditemukan 64 program/kegiatan yang
dijalankan oleh 22 kementerian/lembaga. Namun nyatanya selama beberapa kurun waktu
terakhir komposisi sektor UMKM belum mengalami perubahan dimana usaha mikro masih
mendominasi. Selain itu, bila dilihat dari kinerja ekspor UMKM belum mampu berbanding lurus
dengan komposisi UMKM di Indonesia. Usaha mikro yang mendominasi dengan jumlah 98,67
persen hanya mampu menyumbang terhadap 1,4 persen perdagangan internasional untuk pasar
ekspor. Berbanding terbalik dengan usaha besar yang hanya sebesar 0,01 persen dapat
berkontribusi maksimal dengan 84,3 persen sebagaimana yang ditampilkan pada Gambar 1.
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Gambar 1. Perbandingan Komposisi dan Kinerja Ekspor UMKM dibandingkan dengan Usaha
Besar
Sumber: Bank Indonesia, 2022.

Merujuk studi yang dilakukan oleh Rahmadani dan Anggraini (2022), dimana tidak banyak UMKM
transformasi ke skala yang lebih tinggi (naik kelas). Selain itu, ditemukan bahwa fenomena terkait
inklusi keuangan belum banyak diketahui oleh pelaku UMKM. Lebih lanjut, Hartono dan Hartomo
(2014) menemukan bahwa permasalahan terbesar yang dihadapi Usaha Kecil Menengah (UKM)
adalah bahan baku dan modal. Sejalan dengan itu Ridwansyah et al., (2021) menyampaikan 90
persen UMKM yang disurvei membutuhkan pembiayaan untuk usahanya. Dari temuan tersebut
dapat disimpulkan bahwa UMKM di Indonesia masih terkendala persoalan akses pembiayaan
sebagai upaya naik kelas. Di sisi lain, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN)
2020-2024, rasio kredit UMKM terhadap total kredit yang disalurkan oleh perbankan ditargetkan
mencapai 22 persen di tahun 2024. Bahkan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
telah menetapkan target yang lebih tinggi dengan rasio kredit UMKM sebesar 30 persen di tahun
2024. Dengan tingginya target tersebut tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah
ditengah masih ditemukan banyaknya permasalahan pembiayaan di lapangan yang dihadapi
oleh UMKM.

Secara umum, penelitian mengenai permasalahan pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan
telah banyak diterangkan oleh para ahli baik melalui buku maupun penelitian ilmiah.
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Permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam mendapatkan akses pembiayaan
bersumber dari beberapa masalah yang sama yaitu masih kurangnya literasi keuangan, tidak
terpenuhinya prinsip yang dipersyaratkan oleh lembaga keuangan (kemampuan, modal, jaminan,
watak dan kondisi) serta rendahnya pendidikan pelaku UMKM. Kondisi tersebut meyebabkan
banyaknya pelaku UMKM kesulitan dalam mengakses pembiayaan dikarenakan pelaku UMKM
dianggap kurang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh lembaga keuangan. Lebih lanjut,
kondisi tersebut pada akhirnya memaksa UMKM mencari sumber pembiayaan ilegal melalui
rentenir. Meskipun demikian pinjaman ini tentu memiliki risiko ancaman kekerasan yang
didapatkan oleh debitur UMKM apabila tidak dapat membayar tepat waktu. Di sisi lain,
ketidakmampuan membayar tepat waktu selain disebabkan oleh tingginya bunga yang diterapkan
pinjaman ilegal, tetapi juga oleh lemahnya kemampuan UKM dalam mengelola keuangannya,
membuat banyak UKM tidak mampu memenuhi kewajibannya sehingga terjadi kredit macet.
Untuk itu dengan adanya kemudahan terhadap akses pembiayaan UMKM sudah tentu akan
berdampak positif terhadap perekonomian (Fakhira dan Yunari, 2021; Feni et al., 2013; Kaunang,
2013; Kartika et al., 2021; Oktavianti et al., 2017; Suryanto dan Muhyi, 2018; Suryani et al., 2019;
Juliprijanto, et al., 2017; Wibowo, 2021; Zairani dan Zaimah, 2013). Dengan berbagai macam
tantangan sebagaimana dipaparkan di atas menunjukkan kelemahan mendasar UMKM terkait
dengan SDM, literasi keuangan dan kemampuan memenuhi persyaratan dalam hal mengakses
pembiayaan yang belum mampu diselesaikan oleh pemerintah.

Guna menjawab permasalahan terkait pemberdayaan UMKM, pemerintah mengeluarkan
omnibus law Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan
Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PP UMKM). Selanjutnya,
dalam rangka lebih memperkuat pemberdayaan UMKM, melalui omnibus law Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU tentang
PPSK) yang merubah 17 regulasi di sektor keuangan, pemerintah menyertakan muatan
ketersediaan pembiayaan UMKM. Penerapan materi muatan tersebut diharapkan akan
menghadirkan kemudahan akses pembiayaan UMKM serta kepastian hukum dalam penanganan
piutang macet.

Dengan muatan tersebut, akses pembiayaan yang selalu menjadi persoalan utama yang dihadapi
oleh pelaku UMKM diharapkan mampu teratasi dengan hadirnya UU tentang PPSK. Namun
demikian, penelitian terkait dengan pemberdayaan UMKM khususnya dari aspek pembiayaan
setelah berlakunya UU tentang PPSK belum tersedia. Oleh karena itu, diperlukan kajian guna
mengetahui arah pemberdayaan UMKM melalui muatan akses pembiayaan UMKM yang terdapat
dalam UU tentang PPSK. Untuk itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana
penguatan pemberdayaan UMKM melalui UU tentang PPSK? Dari rumusan masalah tersebut,
penulisan ini bertujuan untuk menganalisis penguatan pemberdayaan UMKM melalui UU tentang
PPSK.

TINJAUAN PUSTAKA
1. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
a. Definisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah, UMKM dijelaskan sebagai berikut:
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1) usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha
perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro;

2) usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh
orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau
bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung
maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria
usaha kecil;

3) usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan
oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau
cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun
tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih
atau hasil penjualan tahunan.

Sementara itu, menurut Hanim dan Noorman (2018), definisi usaha mikro, kecil, menengah
sama-sama menggunakan istilah usaha produktif. Namun jika dilihat lebih dekat,
pencantuman konsep ekonomi dalam rumusan di atas menunjukkan bahwa pelaku
ekonomi cukup mengatur kegiatan yang dilakukan. Dengan kata lain, dunia usaha yang
dijalankan oleh para pelaku usaha tersebut memiliki tata kelola perusahaan yang baik
dibandingkan usaha kecil. Namun, dari sudut pandang orang atau badan yang
menyelenggarakan, untuk usaha mikro dapat dilakukan oleh siapa saja.

Lebih lanjut, definisi UMKM bervariasi dari satu negara ke negara lain, namun umumnya
UMKM didefinisikan berdasarkan kriteria dan karakteristik. Kriteria dan karakteristik
tersebut dapat berupa input tenaga kerja, jumlah modal, omzet dari kegiatan yang
dihasilkan, dan karakteristik UMKM seperti skala usaha, teknologi yang digunakan,
organisasi dan manajemen, orientasi pasar, dll (Handini et al.,, 2019). Berdasarkan
klasifikasi sebagaimana dipaparkan pada bagian sebelumnya, dapat diartikan UMKM
merupakan usaha yang dimiliki baik perseorangan dan/atau badan usaha dimana
pengklasifikasiannya berdasarkan kriteria dan karakteristik baik itu modal, tenaga kerja
maupun omzet.

b. Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah dapat
mencakup modal usaha, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai
investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal,
atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha. Ketentuan lebih lanjut
mengenai kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah diatur dalam PP UMKM. Kriteria
UMKM tersebut tertuang dari Pasal 35 hingga 36 dimana UMKM dikelompokkan
berdasarkan kriteria modal usaha dan kriteria hasil penjualan tahunan yang dapat diubah
sesuai dengan perkembangan perekonomian. Adapun kriteria modal usaha terbagi atas:

1) usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

2) usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk
tanah dan bangunan tempat usaha; dan

3) usaha menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar
rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
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Kemudian pada PP UMKM disebutkan bahwa kriteria hasil penjualan tahunan terdiri atas:

1) usaha mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

2) usaha kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar
rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
dan

3) usaha menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima
belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh
miliar rupiah).

Perbandingan lebih lanjut mengenai kriteria UMKM dalam UU tentang UMKM dan PP
tentang UMKM dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kriteria Mengenai UMKM Menurut UU tentang UMKM dan PP tentang UMKM

Tentang

UU tentang UMKM

PP UMKM

Kriteria usaha mikro
berdasarkan modal usaha

Usaha mikro memiliki kekayaan
bersih paling banyak Rp50 juta

Menjadi paling banyak Rp1 miliar

Kriteria usaha kecil

berdasarkan modal usaha

Usaha kecil lebih dari Rp50 juta
sampai paling banyak Rp500 juta

Menjadi lebih dari Rpl miliar
sampai paling banyak Rp5 miliar

Kriteria usaha menengah
berdasarkan modal usaha

Usaha menengah lebih dari Rp500
juta sampai paling banyak Rpl0
miliar

Menjadi lebih dari Rp5 miliar
sampai paling banyak Rp10 miliar

Kriteria usaha mikro
berdasarkan hasil penjualan

Tidak ada kriteria hasil penjualan

Memiliki hasil penjualan lebih dari
Rp2 miliar

Kriteria usaha kecil
berdasarkan hasil penjualan

Tidak ada kriteria hasil penjualan

Memiliki hasil penjualan lebih dari
Rp2 miliar sampai dengan paling
banyak Rp15 miliar

Kriteria usaha menengah
berdasarkan hasil penjualan

Tidak ada kriteria hasil penjualan

Memiliki hasil penjualan lebih dari
Rp15 miliar sampai dengan paling

banyak Rp50 miliar

Sumber: UU Nomor 20 Tahun 2008 dan PP Nomor 7 Tahun 2021.

Selain kriteria UMKM sebagaimana telah dipaparkan di atas, Badan Pusat Statistik
membagi kriteria UMKM berdasarkan jumlah karyawan untuk membedakan skala usaha
antara usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah. Menurut BPS, usaha mikro adalah
perusahaan dengan jumlah karyawan antara 1-4 orang. Usaha kecil antara 5-19 orang
sedangkan usaha menengah antara 20-99 orang.

Dari penjelasan di atas dapat diartikan bahwa kriteria UMKM merupakan usaha yang
dimiliki baik perseorangan dan/atau badan usaha dimana pengklasifikasiannya
berdasarkan kriteria dan karakteristik baik itu modal usaha, hasil penjualan serta jumlah
tenaga kerja.

c. Pemberdayaan UMKM

Usaha mikro, kecil dan menengah memegang peranan penting dalam pembangunan
perekonomian Indonesia. Karena UMKM memberikan kontribusi yang signifikan terhadap
komposisi produk domestik bruto (PDB) dan ini tentu akan mendongkrak perekonomian
nasional. Lebih lanjut, sektor UMKM juga membantu dalam menyerap tenaga kerja dalam
negeri. Oleh karena itu, UMKM penting untuk diberdayakan oleh pemerintah (Mahendra et
al., 2022). Sementara itu, Savitri et al. (2020) menyebutkan pemberdayaan UMKM
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bertujuan guna mewujudkan menjadi usaha yang mandiri, mampu menciptakan lapangan
pekerjaan dimana dengan kondisi tersebut maka UMKM mampu berkontribusi terhadap
pembangunan daerah, serta dapat mewujudkan struktur perekonomian yang seimbang dan
berkeadilan.

Penguatan UMKM yang saat ini sedang dilakukan pemerintah merupakan salah satu
langkah implementasi Ketetapan Majelis Rakyat Republik Indonesia (Tap MPR RI) No.
XVI/MPR-RI1/1998. Ketetapan MPR tersebut memuat pasal-pasal ekonomi politik dalam
rangka demokrasi ekonomi. Pertimbangan peraturan perundang-undangan tentang UMKM
dengan demikian memastikan bahwa pemberdayaan UMKM dilakukan secara inklusif,
optimal, dan berkelanjutan melalui pengembangan lingkungan yang kondusif yang
memberikan peluang usaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-
luasnya. Dengan demikian dapat meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi UMKM
dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan
rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

UU No. 20 Tahun 2008 juga mengatur pengelolaan usaha kecil yang dibagi menjadi skala
mikro, kecil, dan menengah. Menurut penjelasan umum disebutkan bahwa UU ini dibuat
dengan tujuan guna memberdayakan UMKM dengan cara menciptakan iklim usaha yang
mendukung bagi pengembangan usaha dan pembinaan UMKM. Selain itu, secara umum,
pemberdayaan tersebut harus dilakukan secara komprehensif, sinergis, dan berkelanjutan
oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memperkuat
kapasitas dan peran kelembagaan UMKM dalam perekonomian nasional secara
menyeluruh. Secara prinsip pemberdayaan UMKM menurut Pasal 4 UU tentang UMKM
dilakukan dalam rangka:

1) penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;

2) perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;

3) pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan
kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

4) peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan

5) penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Selanjutnya dalam Pasal 5 UU tentang UMKM menyebutkan tujuan pemberdayaan UMKM
adalah:

1) mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan
berkeadilan;

2) menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan

3) meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah,
penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan
pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Dari berbagai penjelasan tersebut dapat dikatakan pemberdayaan UMKM adalah sebuah
strategi guna memperkuat perekonomian Indonesia dengan jalan menyediakan kebijakan
publik yang dapat mendorong UMKM naik kelas. Dengan menjadi UMKM yang mandiri
maka UMKM dapat turut serta dalam menciptakan lapangan pekerjaan guna mengurangi
kemiskinan sehingga tercipta pemerataan penghasilan yang secara tidak langsung dapat
mewujudkan komposisi perekonomian Indonesia yang lebih seimbang.



Penguatan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Melalui Undang-Undang
Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan

d. Pembiayaan UMKM

Pembiayaan dalam Pasal 1 ayat (1) UU tentang UMKM didefinisikan sebagai penyediaan
dana oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui bank,
koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat
permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Sementara itu, pembiayaan dalam
penelitian Ramdani (2018) disebutkan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang
dipersamakan untuk itu berupa:

1) transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakabh;

2) transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah
muntahiya bittamlik;

3) transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishna;

4) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang gardh;

5) transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau unit usaha
syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak dibiayai dan/atau di fasilitasi dana untuk
mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah,
tanpa imbalan atau bagi hasil.

Kemudian dalam hal pembiayaan dan penjaminan usaha mikro, ketentuan Pasal 21 UU
tentang UMKM menyebutkan bahwa:

1) pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan
kecil (UMK);

2) badan usaha milik negara dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba
tahunan yang dialokasikan kepada UMK dalam bentuk pemberian pinjaman,
penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya;

3) usaha besar nasional dan asing dapat menyediakan pembiayaan yang dialokasikan
kepada UMK dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan
lainnya;

4) pemerintah, pemerintah daerah, dan dunia usaha dapat memberikan hibah,
mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang
sah serta tidak mengikat untuk UMK;

5) pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk
kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk
insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada
dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi UMK.

Kemudian, dalam Pasal 22 UU tentang UMKM disebutkan dalam rangka meningkatkan
sumber pembiayaan UMK, pemerintah melakukan upaya:

1) pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan
bukan bank;

2) pengembangan lembaga modal ventura;

3) pelembagaan terhadap transaksi anak piutang;

4) peningkatan kerjasama antara UMK melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa
keuangan konvensional dan syariah; dan

5) pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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Berdasarkan penjelasan di atas, pembiayaan terhadap UMKM dapat dikatakan sebagai
bentuk pendanaan yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada pelaku UMKM dalam
rangka pengembangan usahanya.

2. Omnibus Law

Secara konsep, omnibus law merupakan undang-undang yang isinya mengubah dan/atau
mencabut beberapa undang-undang. Menurut Putra (2020), konsep omnibus law
dikembangkan di negara-negara common law dengan sistem hukum Anglo-Saxon seperti
Amerika Serikat, Belgia, Inggris Raya, dan Kanada. Konsep omnibus law menawarkan untuk
menjawab permasalahan yang diakibatkan oleh banyaknya peraturan (over regulation) dan
duplikasi peraturan (overlaping). Bila penyelesaian masalah tersebut dengan cara biasa tentu
akan memakan waktu dan banyak uang.

Ada beberapa alasan legislator di berbagai negara memilih omnibus legislasi. Alasan
utamanya adalah legislator dapat dengan mudah mencapai kesepakatan atau mengesahkan
undang-undang baru. Selain itu, pendekatan ini menghindari kebuntuan politik karena
kompleksitas muatan payung hukum. Perbedaan kepentingan dapat dikompromikan oleh
setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengakomodir muatan yang
diinginkan (Anggono, 2020).

Di sisi lain, Gluck (2015) menjelaskan metode omnibus memiliki kompleksitas tersendiri.
Namun, metode ini mengakomodasi banyak kelompok kepentingan di dalam kongres. Manfaat
selanjutnya dari metode omnibus adalah konsolidasi berbagai kepentingan di DPR. Undang-
undang omnibus seringkali terdiri dari undang-undang “mini-billls” yang terpisah, dan
memungkinkan poin-poin tentang satu masalah, disiapkan oleh berbagai kelompok penasehat
terkait (Gluck, 2015). Selanjutnya, Busroh (2017) berpendapat, metode omnibus memiliki
banyak keuntungan dalam penerapannya, antara lain:

a. mengatasi konflik regulasi secara efektif, efisien, dan cepat;

b. menyeragamkan kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah untuk
menunjang iklim investasi;

C. pengurusan perizinan lebih terpadu, efisien dan efektif;

mampu memutus rantai birokrasi menjadi sederhana;

e. meningkatnya hubungan koordinasi antar instansi terkait karena telah diatur dalam
kebijakan omnibus regulation yang terpadu;

f. adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pengambil kebijakan.

o

Meskipun demikian, metode omnibus law juga memiliki beberapa kelemahan yang perlu
dibenahi. Misalnya, RUU omnibus dianggap mencegah anggota parlemen untuk memeriksa
dengan benar isi RUU secara tepat dalam menjalankan fungsinya (Gluck, 2015). Selain itu,
omnibus law sering digunakan di masa lalu untuk memberlakukan peraturan kontroversial
yang dapat disalahgunakan untuk menguntungkan kelompok kepentingan tertentu dan
merugikan masyarakat umum. Sebagai contoh RUU yang kontroversial ialah Bills C-94, yang
dirancang oleh Perdana Menteri Trudeau, dan Undang-Undang Keamanan Energi tahun 1982,
yang membuat marah Partai Konservatif sebagai partai oposisi di Kanada (Massicote, 2013).

Adapun Anggono (2020) menyampaikan kelemahan metode omnibus law yaitu. Pertama,
cenderung pragmatis dan tidak demokratis. Kedua, kurangnya ruang bagi partisipasi warga
negara dimana hal ini tidak sesuai dengan konsep negara hukum yang demokratis. Ketiga,
dengan banyaknya peraturan yang akan diselaraskan tentu ini membutuhkan ketelitian dan
kehati-hatian dalam penyusunannya. Keempat, kurangnya partisipasi dan pembahasan dapat
melanggar ketentuan sebagaimana amanat konstitusional.
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Dari beberapa penjelasan sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, melalui
kehadiran omnibus law diharapkan mampu menjadi solusi atas regulasi di Indonesia yang
tumpang tindih baik yang selama ini menjadi hambatan dalam memajukan kesejahteraan
umum sebagaimana amanat Pasal 33 UUD NRI 1945. Sehubungan dengan itu, agar tujuan
tersebut dapat terwujud diperlukan kehati-hatian dalam proses penyusunannya termasuk
dengan melibatkan partisipasi publik.

METODOLOGI PENELITIAN

Penyusunan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Cresswell (2014),
penelitian kualitatif merupakan metode untuk mengesplorasi sebuah masalah yang berasal dari
salah sosial atau kemanusiaan. Adapun metode penelitian yang digunakan ialah deskriptif.
Melalui metode tersebut, data yang telah berhasil dikumpulkan akan disusun, dijelaskan, dan
selanjutnya dianalisis secara komprehensif. Dalam hal sumber data, penelitian ini bersumber dari
berbagai jurnal, buku, peraturan perundang-undanggan, serta literatur lainnya terkait dengan
judul penelitian ini. Selanjutnya penelitian ini melakukan penelaahan peraturan perundang-
undangan terkait pemberdayaan UMKM, khususnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023,
dengan tujuan untuk mengkaji muatan materi UU tentang PPSK sehingga mampu memberikan
jawaban atas pertanyaan penelitian mengenai penguatan pemberdayaan UMKM melalui UU
tentang PPSK.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Penguatan Pemberdayaan UMKM melalui UU tentang PPSK

Undang-Undang tentang PPSK diundangkan guna meningkatkan ketahanan perekonomian
nasional dimana dalam salah satu muatannya memberikan kemudahan dan kepastian hukum
bagi UMKM dalam mendapatkan pembiayaan guna memperkuat pemberdayaan terhadap
UMKM. Adapun ketentuan tersebut tertuang dalam UU tentang PPSK Bab IV tentang
Perbankan, Bab 1X tentang Penawaran Efek dan Perusahaan Publik dan Bab XIX tentang
Akses Pembiayaan UMKM. Berdasarkan hal tersebut, tiga poin penguatan pemberdayaan
UMKM melalui UU tentang PPSK akan diuraikan sebagai berikut:

a. Kewajiban Perbankan Menyalurkan Kredit serta Kemudahan Akses Pembiayaan Terhadap
UMKM
Ketentuan mengenai kewajiban perbankan meyalurkan kredit dan kemudahan akses
pembiayaan bagi UMKM dalam UU tentang PPSK terdapat pada Pasal 12 B, Pasal 15 A,
Pasal 21 C, Pasal 249 yang lebih lanjut akan ditampilkan pada Tabel 2.
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Tabel 2. Muatan Kewajiban Menyalurkan Kredit dan Kemudahan Akses Pembiayaan Bagi UMKM
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Bab IV 12B  Bank Umum wajib menyalurkan Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan
tentang Prinsip Syariah untuk sektor tertentu, Usaha Mikro, Kecil, dan
Perbankan Menengah, pembiayaan inklusif, dan/ atau pembiayaan berkelanjutan.

15A  Bank umum dapat bekerja sama dengan Bank Perekonomian Rakyat
(BPR) dalam penyaluran kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip
syariah bagi UMKM.

21 C Bank umum syariah dan unit usaha syariah wajib menyalurkan
pembiayaan untuk sektor tertentu, UMKM, pembiayaan inklusif, dan/
atau pembiayaan berkelanjutan.

Bab XIX 249 Dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi nasional melalui
tentang pemberdayaan UMKM, perlu dilakukan kemudahan akses pembiayaan
Akses kepada UMKM yang wajib dilakukan oleh seluruh bank dan/atau
Pembiayaan lembaga keuangan nonbank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian
UMKM dan manajemen risiko. Lebih lanjut, ketentuan mengenai kemudahan

akses UMKM tersebut diatur oleh otoritas sektor keuangan sesuai
dengan tugas dan kewenangan masing-masing setelah dikonsultasikan
dengan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap, yaitu komisi yang
tugas dan kewenangannya dibidang keuangan, perbankan, dan
perencanaan pembangunan.

Sumber: UU Nomor 4 Tahun 2023.

Dengan adanya kewajiban sebagaimana ketentuan Pasal 12 B, Pasal 15 A, Pasal 21 C
dan Pasal 249, maka bank umum, bank umum syariah dan unit usaha syariah memiliki
kewajiban memberikan pembiayaan kepada pelaku UMKM. Adapun yang dimaksud sektor
tertentu pada Pasal 21 C adalah sektor produktif yang dalam pelaksanaannya akan
ditentukan bersama oleh pemerintah dan otoritas keuangan, terkait sektor-sektor prioritas
yang perlu didorong. Lebih lanjut dalam hal pengaturan terkait kewajiban sebagaimana
tertuang dalam Pasal 249, nantinya dikoordinasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank
Indonesia. Melalui substansi ini, DPR dan Pemerintah tidak mengatur persentase kredit
atau pembiayaan kepada sektor tertentu dan UMKM secara rigid. Hal ini akan memberikan
fleksibilitas kepada otoritas dalam mengatur penyaluran pembiayaan sesuai dengan
kebutuhan dan kapasitas perekonomian.

Di samping itu, dengan dimasukkannya kewajiban menyalurkan kredit dan kemudahan
akses pembiayaan bagi UMKM merupakan salah satu strategi yang diambil pemerintah
guna memenuhi target penyaluran kredit UMKM di tahun 2024 yaitu sebesar 22 persen
sebagaimana amanat RPJMN 2020-2024. Pada tahun 2021 bahkan presiden telah
meminta agar penyaluran kredit terhadap UMKM mampu mencapai 30 persen di tahun
2024. Hal ini merupakan hal yang wajar mengingat jika dibandingkan dengan beberapa
negara-negara di Asia, Indonesia jauh tertinggal baik itu dalam hal rasio kredit maupun
suku bunga seperti tergambar pada Tabel 3.
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Tabel 3. Rasio Kredit UMKM di Beberapa Negara Asia

Negara Rasio Kredit | Rerata Suku Bunga | Rerata Suku Bunga
UMKM (%) Kredit (%) Deposito (%)

Indonesia 19,6 10 5,25

Malaysia 50,6 4.6 4,05

Thailand 50,5 54 2,8

Korea Selatan 81,2 4 2

China 64,9 5 2,25

Sumber: Kementerian Koperasi 2023

Dengan adanya berbagai macam kelemahan mendasar UMKM terkait dengan SDM, literasi
keuangan dan kemampuan memenuhi persyaratan dalam hal mengakses pembiayaan
yang belum mampu diselesaikan oleh pemerintah sebagaimana dipaparkan pada bagian
awal tulisan ini, tentu menjadi tantangan bagi pemerintah bagaimana agar penyaluran kredit
UMKM dapat meningkat. Hal ini membutuhkan sinergi dan kolaborasi berbagai pihak baik
pemerintah, perbankan, UMKM dan lainnya khususnya dalam hal kesadaran dan
kemampuan pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan. Sebelumnya Zarrouk et
al. (2020) menyampaikan dengan tidak adanya kejelasan identitas, catatan keuangan yang
dimiliki oleh UMKM serta organisasi yang bersifat informal merupakan beberapa faktor yang
membuat UMKM tidak menarik bagi perbankan. Lebih lanjut, laporan keuangan yang
lengkap merupakan landasan utama perbankan dalam menyalurkan kredit, meskipun
demikian mayoritas UMKM tidak memiliki catatan keuangan tersebut (Wu dan Xu, 2020).
Laporan keuangan sendiri memegang peranan penting sebagai salah satu kunci sukses
UMKM dalam mengakses pembiayaan, karena dengan melihat catatan arus keuangan,
hutang, aset serta modal lembaga keuangan dapat menentukan layak atau tidaknya UMKM
mendapatkan kredit.

Adapun pengertian kredit UMKM dalam UU tentang UMKM sendiri adalah kredit yang
diberikan kepada debitur yang telah sesuai dengan definisi dan kriteria UMKM. Apabila
merujuk UU tentang UMKM, pemberian kredit terhadap usaha mikro memiliki plafon sampai
dengan Rp50 juta. Untuk kredit kecil dapat memperoleh kredit dengan plafon lebih dari
Rp50 juta hingga Rp500 juta. Adapun bagi usaha menengah bisa mendapatkan plafon
kredit lebih dari Rp500 juta hingga Rp5 miliar. Dengan acuan yang telah ditentukan
tersebut, bank memberikan plafon pembiayaan berdasarkan kriteria UMKM.

Jika melihat data Bank Indonesia terkait baki debet penyaluran kredit berdasarkan katagori
jenis usaha pada Gambar 2, usaha mikro menempati peringkat 14 dengan besaran kredit
senilai Rp97,3 triliun. Sedangkan usaha kecil menduduki posisi 11 dengan kucuran kredit
senilai Rp156,8 triliun adapun usaha menengah yang memperoleh kredit sebesar Rp175,5
triliun berada di urutan nomor 9 pada tahun 2021. Adapun kucuran pembiayaan yang
disalurkan oleh perbankan terbesar berdasarkan jenis usaha diberikan untuk kredit modal
kerja dengan Rp439,5 triliun dan selanjutnya diberikan kepada sektor kontruksi,
pertambangan dan perkebunan sebanyak Rp416,5 triliun. Jika membandingkan data
Gambar 2 dengan Gambar 1, maka ditemukan kesamaan dimana komposisi UMKM
sebesar 99,99 persen belum bisa berbanding lurus dengan penyaluran kredit.
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Investasi e 9] 542
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Perantara Keuangan == 107,361
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Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi ~msss———— 735 845
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Listrik, Gas dan Air ~ m———— 303,590
Lainnya o 408,181
Konstruksi, Pertambangan dan Perkebunan e 416,743
Kredit Modal Kerja s 439,488

Gambar 2. Baki Debet Kredit UMKM Berdasarkan Katagori Tahun 2021
Sumber: Bank Indonesia, 2022.

Apabila melihat pinjaman kredit UMKM berjalan berdasarkan sektor usaha pada bulan
Februari 2017-Agustus 2021 seperti yang tergambar pada Gambar 3, diketahui jika sektor
perdagangan grosir dan eceran menempati posisi pertama dengan persentase sebesar
48,47 persen, kemudian pada posisi kedua ditempati oleh sektor layanan lain sebesar 17,5
persen. Adapun UMKM sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menduduki peringkat
ketiga dengan besaran 12,46 persen. Sedangkan sektor manufaktur dengan kontribusi
10,34 persen dan sektor konstruksi menyumbang 5,08 persen. Besarnya proporsi
perdagangan dalam mendapatkan pembiayaan oleh perbankan dapat dimengerti
mengingat skema bisnis dalam perdagangan sangat sederhana dimana hanya terdiri dari
pembelian, penyimpanan, penjualan dan penjualan sehingga minim risiko. Berbeda dengan
sektor lainnya seperti konstruksi, manufaktur dan pertanian yang skema bisnisnya lebih
panjang dan memiliki banyak risiko. Hal ini sejalan dengan penelitian Samudra (2019) yang
menemukan sektor perdagangan setiap harinya memperoleh penghasilan, sehingga
membuat perbankan beranggapan sektor ini merupakan sektor yang sanggup membayar
pinjaman dan terhindar dari kredit macet.

Di sisi lain, sektor pertanian sebagai sektor yang memegang peranan strategis dalam
perekonomian Indonesia serta menjaga ketahanan pangan namun belum memperoleh
pembiayaan secara optimal. Kondisi ini tak urung membutuhkan dukungan dari pemerintah
mengingat strategisnya sektor ini. Lebih lanjut, dari beberapa studi menunjukkan sektor
seperti pertanian, kehutanan dan perkebunan mempunyai efek berganda terhadap
perekonomian. Efek berganda ini diperoleh dari hasil pertanian, kehutanan dan perkebunan
yang diolah terlebih dahulu sebelum dijual sehingga mempunyai nilai tambah. Sehingga
sektor pertanian menurut penulis masih membutuhkan sentuhan dari pemerintah. Bentuk
intervensi kebijakan yang dapat dilakukan adalah dengan mengkaji sektor produktif dari
UMKM yang bersifat memberikan nilai tambah sebagai sektor yang perlu diprioritaskan
sebagai amanat dari Pasal 21 C.
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Gambar 3. Pinjaman Berjalan UMKM Berdasarkan Sektor Tahun 2021
Sumber: Bank Indonesia, 2022

Lebih lanjut, dengan kriteria UMKM yang telah mengalami perubahan dari semula Rp50
juta menjadi Rpl miliar pada sektor mikro, tentu menjadi tantangan tersendiri bagi
pemerintah dalam hal meningkatkan penyaluran kredit di sektor mikro dengan mengkaji
kembali plafon kredit sebesar paling banyak Rp50 juta terhadap sektor mikro. Dengan
adanya revisi plafon kredit, diharapkan mampu mendorong UMKM di Indonesia dapat naik
kelas. Serta memperbesar komposisi penyaluran kredit yang berdasarkan kategori usaha.

a. Pendanaan UMKM yang Bersumber Dari Pasar Modal

Selain dengan mewajibkan bank umum dan bank umum syariah melakukan penyaluran
kredit terhadap UMKM, pemerintah menambahkan skema securities crowdfunding pada
Bab IX tentang Penawaran Efek dan Perusahaan Publik sebagaimana tertuang pada
Pasal 69A ayat (1) yang menyebutkan dalam rangka memperluas akses UMKM untuk
mendapatkan pendanaan dari pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan mengatur
penghimpunan dana masyarakat melalui penawaran efek dengan menggunakan jasa
penyelenggara sistem elektronik (securities crowdfunding).

Securities  crowdfunding sendiri  merupakan alternatif pembiayaan guna
mengembangkan bisnis yang dananya diperoleh dari investor ritel melalui sistem urunan
dana dimana para investor dapat membeli saham, surat utang konvensional atau syariah
(Prahastoro et al., 2021). Aturan mengenai skema investasi tersebut tertuang dalam
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 57/2020. Peraturan tersebut mengatur mengenai
penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi. Dengan
ketentuan yang terdapat di dalam UU PPSK maka program pemberdayaan UMKM
khususnya di bidang pembiayaan UMKM dapat dilakukan dengan penghimpunan dana
oleh para investor. Terlebih sebelum adanya pandemi, pelaku UKM sadar guna
mengembangkan usahanya tentu tidak terlepas dari dukungan modal. Adanya pandemi,
tentu semakin menekan arus kas maupun modal yang dimiliki oleh pelaku UKM
sehingga UKM tentu membutuhkan adanya skema baru yaitu Securities Crowdfunding
(Suryanto et al., 2020).

Hadirnya konsep pendanaan melalui securities crowdfunding menjadi alternatif bagi
UMKM. Dengan demikian, kendala persyaratan, lokasi serta akses tidak lagi dihadapi
oleh UMKM. Dengan skema securities crowdfunding pelaku UMKM dapat mengajukan
pembiayaan secara online tanpa harus memenuhi berbagai persyaratan yang seringkali
dianggap memberatkan oleh para pelaku UMKM. Menurut Suryanto (2021), dengan
platform digital terdapat beberapa kemudahan dalam skema securities crowdfunding
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diantaranya UMKM yang tidak memiliki badan hukum namun mempunyai peluang yang
cerah dapat menawarkan beberapa instrument baik itu equity, sukuk maupun obligasi
kepada calon investor di Bursa Efek Indonesia.

Merujuk, laporan Otoritas Jasa Keuangan apabila pada tahun 2018 tercatat hanya 2
penyelenggara securities crowdfunding yang telah secara resmi mengantungi izin. Pada
Juni tahun 2022, penyelenggara securities crowdfunding jumlahnya sudah menjadi 10
penyelenggara. Sementara itu, jumlah dana yang berhasil dihimpun selama periode
Januari-Juni 2022 mencapai Rp507,2 milyar yang diperoleh dari 111.351 investor dan
berhasil dimanfaatkan oleh 237 pelaku UMKM.

Meskipun skema securities crowdfunding telah mampu menghadirkan 10
penyelenggara, 111.351 investor serta 237 pelaku UMKM namun ini masih sebatas
hubungan antara investor dan pelaku usaha. Sementara, dari 64 program
pemberdayaan UMKM yang dilaksanakan di 22 kementerian/lembaga menurut penulis
belum ada satu pun yang menyentuh skema securities crowdfunding dalam program
maupun kegiatan pemberdayaan UMKM. Hal ini tentu menjadi salah satu poin masukan
bagi pemerintah untuk dapat menambahkan konsep ini ke dalam salah satu program
pemberdayaan UMKM ke depan.

. Penghapusan Kredit Macet

Pengesahan UU tentang PPSK merupakan momentum bagi lembaga keuangan BUMN
untuk mendapat perlakuan yang setara dengan lembaga keuangan swasta. Kesetaraan
tersebut diperoleh melalui adanya ketentuan mengenai penghapusbukuan pada bank
BUMN dan/atau lembaga keuangan non-bank BUMN. Di sisi lain, bank BUMN dan/atau
lembaga keuangan non-bank BUMN juga diperkenankan untuk melakukan
penghapusan tagihan piutang macet. Lebih lanjut, ketentuan mengenai penghapusan
kredit terdapat pada Bab XIX tentang akses pembiayaan bagi UMKM pada Pasal 250
dan Pasal 251 yang lebih lanjut akan ditampilkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Muatan Akses Pembiayaan Bagi UMKM

]

Bab XIX Pasal  Dalam hal terjiadi piutang macet, perlu adanya kepastian hukum dalam rangka penanganan
tentang Akses 250 piutang macet pada Bank dan/atau lembaga keuangan non-Bank BUMN kepada UMKM.
Pembiayaan (1)

UMKM

Pasal  Piutang macet pada Bank dan/atau lembaga keuangan BUMN kepada UMKM sebagaimana
250 dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penghapusbukuan dan penghapustagihan untuk
(2) mendukung kelancaran pemberian akses pembiayaan kepada UMKM.

Pasal ~ Penahapusbukuan piutang macet sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilakukan oleh Bank
250 danlatau |lembaga keuangan non-Bank BUMN denganketentuan sebagai berikut:
(3) a. terhadap piutang macet telah dilakukan upaya restrukturisasi; dan
b. Bank dan/atau lembaga keuangan non-Bank BUMN telah melakukan upava penagihan secara

tertagih.

Pasal  Kerugian yang dialami oleh Bank danfatau lembaga keuangan non-Bank BUMN dalam
251 melaksanakan penghapusbukuan dan/atau penghapustagihan piutang merupakan kerugian Bank
(1) dan/atau lembagda keuangan non-Bank BUMN yang bersangkutan.

Pasal  Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan kerugian keuangan negara
251 sepanjang dapat dibuktikan tindakan dilakukan berdasarkan iktikad baik, ketentuan peraturan

tnddrann diiakiiidll DelUdsaliall IRURAU Dalk,

(2) perundang-undangan, anagaran dasar, dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Pasal  Kerugian sebagaima

dimaksud pada ayat (1) bul

251 sepanjang dapat indakan dilakukan bert
(3) perundang-undangan, anggaran dasar, dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Sumber: UU Nomor 4 Tahun 2022

Dengan adanya ketentuan di atas, maka akan menghapus kekhawatiran dari pihak
perbankan khususnya BUMN perihal penghapusbukuan dan/atau penghapustagihan
piutang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Mengingat menurut Wijayanti (2019),
sekalipun penyaluran kredit oleh Bank BUMN telah dilakukan dengan penuh kehati-
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hatian melalui prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economy,
Collateral) namun risiko kredit macet tetap terjadi.

Hal ini terkait dengan pengertian keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mendefinisikan
keuangan negara juga meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri
atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain
yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan
negara/perusahaan daerah. Adanya ketentuan tersebut membuat direksi BUMN dalam
menjalankan aksi korporasinya tidak dapat leluasa jika dibandingkan sektor swasta. Hal
ini disebabkan apabila terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan dan
meninmbulkan kerugian terhadap BUMN, maka direksi akan menghadapi ancaman
pidana. Ancaman pidana ini timbul dari tafsiran yang menyebutkan asset BUMN
merupakan milik negara menurut UU Nomor 17 Tahun 2003.

Meskipun demikian Pratama (2021) berpendapat, sebagai badan hukum perseroan
terbatas maka kekayaan BUMN dapat dipisahkan dari kekayaan negara karena
berperan selaku badan hukum perdata. Dari pendapat tersebut maka kebijakan yang
dilakukan oleh direksi dalam penilaiannya perlu menggunakan business judgement rule.
Dimana terdapat batasan sanksi pidana tidak dapat dikenakan sanksi pidana sepanjang
keputusan yang dilakukan demi kepentingan perusahaan dan telah menerapkan prinsip
kehati-hatian. Pandangan yang disampaikan oleh Pratama (2021), sejalan dengan Pasal
215 ayat (2) dalam UU tentang PPSK yang secara tidak langsung memberikan hak
imunitas bagi direksi serta para pihak yang terlibat dalam penghapusbukuan dan/atau
penghapustagihan piutang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dengan frasa tersebut
maka mereka tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana sepanjang proses
tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, dari sisi pemberdayaan UMKM dengan adanya penghapusan atas kredit
maka akan membuat para pelaku UMKM dapat segera bangkit dari pandemi. Thata
(2020) berpandangan bahwa pandemi Covid-19 membuat UMKM sebagai sektor yang
sangat terdampak. Untuk itu mengingat besarnya kontribusi UMKM terhadap
perekonomian Indonesia, hadirnya ketentuan ini tentu akan membuat neraca keuangan
perbankan sehat kembali. Di sisi lain dapat mendorong perbankan menyalurkan kredit
kepada UMKM sehingga dapat meningkatkan rasio kredit UMKM di Indonesia.

V. KESIMPULAN

Penelitian ini memperoleh beberapa kesimpulan dimana, penerapan materi muatan Undang
Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan diharapkan akan
menghadirkan kemudahan akses pembiayaan UMKM serta kepastian hukum dalam penanganan
piutang macet. Terdapat 3 poin penguatan pemberdayaan UMKM melalui UU tentang PPSK
yaitu, pertama, kewajiban perbankan menyalurkan kredit serta kemudahan akses pembiayaan
terhadap UMKM. Kedua, pendanaan UMKM yang bersumber dari pasar modal. Ketiga,
penghapusan kredit macet.

Kedua, ketentuan Pasal 12 B, Pasal 15 A, Pasal 21 C dan Pasal 249, maka bank umum, bank
umum syariah dan unit usaha syariah memiliki kewajiban memberikan pembiayaan kepada
pelaku UMKM. Adapun yang dimaksud sektor tertentu pada Pasal 21 C adalah sektor produktif
yang dalam pelaksanaannya akan ditentukan bersama oleh pemerintah dan otoritas keuangan.
Hal ini guna mendorong rasio kredit UMKM mampu bersaing dengan sektor usaha lainnya yang
juga tertinggal dengan negara Asia lainnya. Selain itu, perubahan kriteria UMKM sebagaimana
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PP tentang UMKM belum diikuti dengan penyesuaian plafon kredit bagi UMKM. Dengan kriteria
UMKM yang telah mengalami perubahan dari semula Rp50 juta menjadi Rp1 miliar pada sektor
mikro, tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam hal meningkatkan penyaluran
kredit di sektor mikro dengan mengkaji kembali plafon kredit sebesar paling banyak Rp50 juta
terhadap sektor mikro.

Ketiga, hadirnya konsep pendanaan melalui securities crowdfunding menjadi alternatif bagi
UMKM. Dengan demikian, kendala persyaratan, lokasi serta akses tidak lagi dihadapi oleh
UMKM. Dengan skema securities crowdfunding pelaku UMKM dapat mengajukan pembiayaan
secara online tanpa harus memenuhi berbagai persyaratan yang seringkali dianggap
memberatkan oleh para pelaku UMKM. Meskipun demikian, dari 64 program pemberdayaan
UMKM yang dilaksanakan di 22 kementerian/lembaga menurut penulis belum ada satu pun yang
menyentuh skema securities crowdfunding dalam program maupun kegiatan pemberdayaan
UMKM.

Keempat, adanya ketentuan penghapus bukuan dan/atau penghapus tagihan piutang yang tidak
dapat dipertanggungjawabkan maka akan menghapus kekhawatiran dari pihak perbankan
khususnya BUMN. Hadirnya ketentuan ini membuat neraca keuangan perbankan sehat kembali.
Di sisi lain dapat mendorong perbankan menyalurkan kredit kepada UMKM sehingga dapat
meningkatkan rasio kredit UMKM di Indonesia.

Berdasarkan penelitian di atas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pemerintah terkait
pemberdayaan UMKM di Indonesia:

Pertama, melakukan perhitungan kembali terhadap penerapan suku bunga kredit yang diberikan
kepada UMKM selain itu seiring dengan perubahan kriteria UMKM, maka sudah sepatutnya
pemerintah meninjau kembali ketentuan mengenai batasan kredit yang sebesar paling banyak
Rp50 juta terhadap sektor mikro serta mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang
memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai dasar hukum penyaluran pembiayaan terhadap
UMKM.

Kedua, memaksimalkan peran pentahelix yaitu pemerintah, akademisi, perusahaan, komunitas
dan pendamping UMKM dalam hal pemberdayaan UMKM. Prioritas pertama yang dapat
dilakukan adalah melakukan pendampingan UMKM dalam hal pencatatan pembukuan dan
legalitas usaha. Hal ini penting mengingat dua poin tersebut merupakan salah satu kunci
perbankan memberikan kredit kepada UMKM.

Ketiga, pokok pengaturan terkait dengan penghapus bukuan dan/atau penghapus tagihan
piutang tidak dapat dipertanggung jawabkan dalam praktiknya tentu perlu memperhatikan tata
kelola yang baik dan tidak menimbulkan moral hazard. Pemilihan kredit macet yang dihapus
sepatutnya dilakukan secara selektif dan hanya dapat diberikan kepada sektor yang terdampak
karena pandemi Covid-19. Selain itu, penghapusan tersebut juga patut dipertimbangkan bagi
sektor UMKM di bidang produkitif.

Keempat, strategi komunikasi melalui pemanfaatan sosial media dapat dilakukan guna
mendorong minat masyarakat untuk berinvestasi di sektor UKMM dan pelaku UMKM
memanfaatkan skema securities crowdfunding.
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